BAB Il

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil pengamatan atau penelitian yang diperoleh
penulis selama ini, dan dari berbagai hal yang telah di paparkan di dalam bab
Il maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum kawasan Resapan Air
terhadap kegiatan Pertambangan pasir di Kabupaten Sleman belum dilakukan
secara optimal. Keberadaan ini disebabkan oleh kurangnya tenaga di instansi-
instansi pemerintah daerah dan minimnya dana operasional untuk menjaga,
mengelola, dan mengawasi Kawasan Resapan Air. Hal ini disebabkan juga
oleh tidak adanya payung hukum yang secara khusus mengatur tentang
pengelolaan Kawasan.Resapan Air, serta kurang keseriusan dari pemerintah
untuk menjaga kelestarian fungsi kawasan resapan air sehingga keberadaan
Kawasan Resapan Air dari waktu-kewaktu semakin berkurang jumlahnya.
Selain itu kurangnya koordinasi dari.instansi-instansi terkait untuk melakukan
pengelolaan, pengawasan, dan pengendalian penambangan di kawasan resapan
air yang semakin lama bila dibiarkan saja akan menimbulkan masalah yang
kompleks  bagi masyarakat disekitar kawasan resapan air. Kesadaran
masyarakat untuk menjaga fungsi kawasan resapan air masih dirasa kurang

karena berbagai macam kebutuhan ekonomi yang tidak bisa ditinggalkan.

55



56

B. Saran
1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman.
Pemerintah yang terkait seharusnya saling berkoordinasi dalam satu misi
dan visi yang sama. Selain itu pemerintah daerah harus menyusun
peraturan yang secara khusus mengatur tentang penggelolaan Kawasan
Resapan Air sebagai dasar untuk menjaga dan mengelola fungsi kawasan
resapan air. Serta pemerintah daerah harus bersikap tegas dalam
pemberian sanksi bagi mereka yang melakukan penambangan di kawasan
resapan air yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan dan fungsi
resapan air terutama di Kabupaten Sleman.
2. Bagi para penambang pasir.

Para penambang pasir wajib memperhatikan, melindungi serta
memperbaiki lingkungna yang rusak akibat penambangan pasir. Para
penambang yang melakukan eksploitasi diharapkan segera melakukan
reklamasi. Hal ini dilakukan sebagai wujud dari pertanggung jawaban atas
kegiatan usaha pertambangan yang telah.mereka lakukan. Selain-itu harus
dibentuk suatu organisasi yang beranggotakan para penambang pasir agar
Pemerintah Daerah mudah untuk mendata, memberikan pengarahan,
penjelasan, pembinaan. dan pengawasan terhadap para pelaku
penambangan serta untuk mengantisipasi terjadinya pengurangan Kawasan

Resapan Air di wilayah Kabupaten Sleman.
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3. Bagi masyarakat.

Masyarakat harus menjaga lingkungan sekitar resapan air, khususnya

ga harus berperan aktif dalam

dalam  program
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